
BAB V

I{,A.STL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN

Konllik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti koD{lik antar

individ'L (interpersonal conflict), korflik antar kelompok (intergroup cohflict)'

konflik antar kelompok dengan negard (rertical conJlict), korrdTk antar negaB

(inte5tate conflict), setiap skala memiliki latar belakang dan arah

i
perkembangannya. Masyarakat di dunia pada dasamya memiliki sejarah kooflik

dalam skala al1tar; perorangan sampai antar tregara. Konllik yang bisa dikelola

secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif

bagi pembahan sosial masyamkat dao tidak menghadirkan kekerasan'

Berdasa*an lnpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penangamn Gangguan

Keamanan ditegaskan bahwa peran para gubemur, bupati, walikota sebagai ketua

tim terpadu ditingkat daerah. Yaitu : (1) Men,'usun rencana atsi terpadu nasional,

(2) Mengkordinasikan pelaksanaan penirykatan efellifitas penanganan gangguan

keamanan didaerahnya ; (3) Segera memberikan penjelasan kepada publik

mengenai terjadinya gangguan keamanan didaeiabnya sebagai akibat konflik

sosial dan terorisme serta perkembalgan penanganannyq dan (4) Melaporkan

pelaksanaannya kepada Menteri Kordinator Bidang Politilq Hukum dan

Keamanan.

. Kebijakar yang dikeluarkan oleh pemerinrah telah mernberikaa amh yang

jelas tetrtarg penanganan dan pe[gelolaan konflik yang terjadi baik skala

lokal/daerah maupun berskala na.sional. Pelaksanaan kebijalan tersebut



tergantung pada kcsiapan tuasing-masing daeratt dengan menggunakan prosedur

yang ada dan tentunya dengal data yaug memadai.

5.1 U$ha Pengelolaan dan Resolusi Konllik Sosial

Berdasarkan pendapat para pakar manjemen korflik bahwa terdapat dua

hal yang berkaitan dengan pengeloaan korflik sosial yaitu mencakup pencegahan

(pretentiJ) dan penyelesaian konllik. Penanganan konflik sosial di masyarakat

bukan hanya selesai pada tahap pqlcegahan saja, akan tetapi hendaknya sampai

kepada penyelesaian konflik yang terjadi. Sejalan dengan undang-undang No. 7

taiun 2012 terltang penanganan konilik sosial disebutkan bahwa dalam status

keadaan konflik skala kabupaten4(ota, bupati/walikota bertanggungiawab atas

penanganan konllik kabupaten&ota (Pasal 23 ayat l). Peranan pemerintah dalam

penanganatr konllik sosial adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan,

mengingat bahwa potensi-poteDsi konflik yang ada di tengah masyarakat tidak

boleh merjadi konflik yang merugikar be6agai pihak. Unhrk itu Pemerintah

harus berusaha senaksimal mungldn menghindari konllik secara terbuka dan

diarahkan menjadi konflik positif yang menghasilkan perdamaian dan

menghindarkan perpecahan yang merugikan semua pihak. Sebagaimana yang

dikatakan Fisher dkk (2004), bahwa output dari konflik akan menghasilkan

kondisi yang harmonis setelah tercapainya suatu k€sepakatan.

5.1.1 Usaha PreveDtif

Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilalorkan untuk

metrcegah tedadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan



sislefir pcringatan dini. Dalarn hal te{adi konilik sosial- Penrcrintuh, Penlerintah

Daerah dan masyarakat, dapat melakukan beberapa Usaha- yaitu :

5.1.1.1 Memelihara Kondisi Danai Dalarn Masyarakat

Dalam mogka momelihaia kondisi damai da.larn masyarakag Pasal 7

mewajibkan setiap olang untuk (a) mengembangkan sikap toleransi dan saling

menghomati kebebasan mcnjalankan ibadah sesuai dcngan agama dan

kepercayaannya; (b) menghormati perbedaan suku, bahasa, datr adat istiadat orang

lain; (c) mengakui dan mernperlakukar manusia sesuai dengan harkat dan

martabatnya; (d) mengakui persamaan derajat serta persarna3n hak dan kewajiban

asasi setiap matrusia tanpa membedakan sukq keturunaD, agama, kepercayaan,

jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; (e) mengembangkan persanian

lndonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; daniatau (0 meryhargai pendapat

dan kebebasan orang lain.

Di dalam amanat UU No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa pemerintah dan

pemerintah Caerah wajib meredam potensi konflik sosial dalam masyarakat,

kemudian Pemerintah dan Pemerintah daerah harus membangun sistem peri.ngatan

dini. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah melalui kementerian dalam regeri telah

membuat atuan dalam Engka meredam koDflik yaog ada untuk menjaga slabilitas

keamanan di daerab, antam lain : Peratura! Bersama Meded Agama dan

Mendagri No. 9 Tahun 2006 No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelal$anaan

Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Unal Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beogama dan Pendirian Rumah lbadat.

Keluamya kebijakan diatas dilatarbelakaryai olch adanya gejolak yang tcrjadi di
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tengah masyarakat terutanla masalah konllik pendirian ruflah ibadah yang

beberapa waktu yang lalu terjadi di beberapa daerah.

Kebijakan lainnya adalah Permendag No. 34 tahun 2006 t€ntang

Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan kebang,saaa di Daeralf dan Pennendagri

No. 6l Tahun 2011 tentang Pedomaa Pemaqtauar\ Pelaporan dan Evaluasi

Perkembangan Politik di daerah.

5.1.1.2 MengeDbatrgkan Penyelesgian Perselisihau Secara Damai

Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilalukan secara damai

dengan menguta.'nakan musyawarah untuk mufakat. Hasil penyelesaian

perselisihan secara damai harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakao oleh seluruh

pihak yang berkonflik- Hasil musyawarah mufakx dimatsud mengikat para

pihak.

S.l.I3 Mered.m Potemi Konllik

Untuk Meredam Potensi KoDflik, Pasal 9 mewajibkao Pemerintah dan

Pemerintah Daerah meredam potensi Kodflik dalam masya.rakat dengan cam (a)

melalcukan peretrcanaatr dan pelaksanaan pembanguaan ya[g memperhatikan

aspirasi masyamkat; @) menerapkan prinsip tata kelola p€merintahan yang bark;

(c) melakukan program perdamaian di daerah poteNi Konflik (d)

mengintcnsifl<an dialog adsr kelompok masyarakat; (e) menegakfGn hukum

tanpa diskiminasi; (f) membmgun karakter bangsa; (g) melestarikan nilai-nilai

Pancasila dan kearifan lokal; dan (1l) meDyelenggarakan musyawarah dcngan
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kclompok ursyarakat untuk men'rbangun kemitraan dengan pclaku usaha di

daerah setempat-

Selain itu Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas IntelijcD

Daerah (KOi!4INDA) scbagaimana telah diubah menjadi Pedendagd No. 16

'Iahun 2011. Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin I yang dimaksud dengan

intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir de.gan

menggunakan metode tertentu ulltuk menghasilkan produK tentang masalah yang

dihadapi dad seluruh aspek kchidupan untuk disampaikan kcpada pimpinan

scbagai baharr pertimbangan dalam mengambil keputusan- Komunitas intellen

daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan

koordinasi unsur intelijen dan tmsur pimpinan daerah provinsi dan

kabupaten &ota.

Komunitas intelijen daerah Kabupaten Pelalawan di bentuk melalui

Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.821.29/BKBP20I3/57 tentang

susunan keanggotaan komunikasi intelijen daerah Kabupaten Pelalawan. Terdapat

pola kerja yang dilakukatr adalah melalorkan rapat koordinasi yang dilakukan

seaara rutin insidentil untuk saling tukar mgnukar infomasi terbadap situasi

te*ini yang pada akhimya berupa lapomn dan rckomendasi bagi unsur pimpinan

daerah atas sihEsi telsebut.

Kemudian melakukan EoDitoring dan pemantauan lapa,1gan ke

Kecanatal dan Desa/Kelurahan. Kegiatan ini <tilaksamkal oleh Badar Kesahutr

Bangsa datr Politik Kabupaten Pelawan melalui Sirleng Kewaspadaan Dini

Daemh Badan Kesbangpol Kabupaten Pelalawan, yaitu melakukan p€mantauan
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langsung ke kecanratan dan desa,&clurahan mengenai sitJasi dan kondisi kemanan

dan ketertibar di daerah tersebut.

lugas ),ang lainnya adalah melakukan pemantauai dan pengawasau

kejadian-kejadian unjuk rasa (unras) baik yang menyangkut kerawanaa bidang

politik, sosial ekonomi dao budaya maupun kemwanan lainnya. Selanjutrya

Kominda memberikan saran dan rekomendasi kepada bupati pelalawan alau

pemerintah daerah kiranya dapat mengambil langkahJangkah dan kebijakan

terhadap permasalah-pennasalahan yang tedadi di Kabupatcn Pelalawan.

Terakhir mengusulkan pelaksaruan mediasi terhadap permasaiahan

konflik lahaa dan konllik sosial budaya lainnya, terutama konflik-konflik yang

sudah beberapa kali di mediasi akan tetapi belum tuntas penyelesaiannya dan

masih beryotensi akan menimbr.rlkan gejolak sosial.

5.1.1.4 Meobangun Sistem Peringat n Dini

Pemerhtah dan Pemerintah Daerah Meirbangu Sistem Peringatan Dini

melalui media konunikasi dengan maksud untuk mencegah: (a) Konllik di daerah

yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau (b) perluasa[ Konflik

di daerah yang sedang terjadi Konflik. Sistem peringatan did ini dapat berupa

penyampaiatr informasi mengenai pote$i Konflik atau terjadinya Konilik di

daerah tertetrtu kopada masyarakat. Demikim Pasal l0 Undang-Undaag Nomor 7

Tahun 2012 Tentang Penanganan Konllik Sosial.

Dalam rangka Membangun Sistem Pedngatan Dini, Pasal I I menugaskan

Pemedntah datr Pemerhtah Daeral urtuk melakukan (a) penelitian dao

pemetaan wilayah potensi Konflik; (b) p€nyampaian data dan ioformasi mcngenai



Konflik secara ccpal dan aliuratl (c) penyele[ggruaan pendidikan dan pelatihan;

(d) peningkatan dar pemadaatan modal sosial; dan (e) penguatan dan

pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sclain itu juga terdapat Permendagri No. 12 tahun 2006 tentang

Kewaspadaan Dhi Masyarakat di Daerah. forum ini dibentuk dalam rangka

mewujudkan ketentraman, keiertiba[ dan kemanan masyarakat, menjaga kesatuan

dan peEatuan dan kemkunan serta keuruhan Negara Kesatuan Repubhk

lndonesia. Forum kewaspadaan dini masyarakat yang disingkat dengan FKDIVI

adalah wadah bagi eleme[ masyara-kat yang dibentuk dalam rangkat meDjaga dan

memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Sejak SOTK pemerintah Kabupaten Pelalawan yang baru sudah dijalankan

pada tahun 2013, maka salah satu yarg diubah adalah program kewaspadaan

daerah meDjadi suatu bidang pada Badan Kesahratr Bangsa dan Politik

(Kesbangpol), bidang ini bertugas memfasilitasi komunitas intelijen Daerah

(kominda) juga bertugas memfasilitasi Tim Pemantauan Oraag Asing @OA).

Ujung tombak dari bidang ini melalekan pembinaal terhadap forum

kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).

Dalam rangka melaksanankan tugas untuk menjaga ketertiban dao

keteltraman masyamkat di Kabupaten Peialawan pembinaan tethadap kegiatan

politik dan kewaspadaan dini masyamkat sangat diperlukan. TWas utarna dari

FKDM adalah lreo$rmFulksn informr.si terhadap setiap gejala penrbahan sosial

yang memiliki potensi terjadinya kon-flik atau gejolak sosial di tengah masyarakat.
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Setiap info.masi yarg di dapat:Lkan di berikan kepada kebangpol Kabupatcr

Pelalawan.

Rualg lingkup tugas dari FKDM adalah di setiap kecamatal dan

clesa/kelurahan, hal ini dilakukalr mergingat potensi konllik yang leiadi dapat

ditelusud daii struktur masyarakat ba*'ah sehingga penccgahan dapat segera

dilakukan. Untuk mewujudkaonya dilperlukan konunikasi dan koordinasi yang

baik antara FI(DM dengatr Kesbangpol Kabupaten Pelalawan kalena keamanan,

ketertiban serta ketentelamai m€rupakan hak masyarakat dan kewajiban seluruh

Iapisan masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk mewujudkannya'

5.1.2 Usaha Petryelesaian Konrlik

Melihat perkembangan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Pelalawan

terdapat Usaha yang dilakrkan pemerintah dalam penyelesaikan konflik sosial'

Ada beberapa attematif petryelesaian konflik sosial ditinjau dari p€ndapat para

pakar manajemen kon{lik dan hasil penelitian di lapangan.

Altematif penyelesaian seogketa atau sering popular disebut sebagai

Altemative Dispute Resolution (ADR) merupakan ekspresi responsif atas

ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian se4keta (tanah perkebunan) melalui

proses titigasi yang ko!ftontatif dan zwaarwichtig (trjelimet - bertele-tele) Haxron

beftrtur dalam Lo-veDheir (1989):

"...masyarakat sudah jemu mencari penyelesaiao sengketa melalui litigasi

(tadan penrdilan), mereka tidak puas atas sistem pe-radilar (dissatisfied with the

ju<licial systemt disebabkan cara penyelesaian setrgketa yang melekat pada sistem

peradilatr sa4at bertele-tele (t-he delay inhered itr a system) delrgalr cara-cam



yal]g sangat mcrugiki]n, antara lain: buallg-bualrg wa-litu (a waste of time), biaya

mahal (very expcnsive), mempermasalahkao masa lalu, bukan menyelesaikan

masalah masa depan, nembuat orang bennusuhan (enemy), melumpulrtan pa.ra

pihak (pmalyze people)."

Pengadilan mengbaruskan pembultial yang bersifat administratif yang

tentu saja tidak mudah bagi masyarakat untuk memenuhiny4 sementara

perusahaan/swasta dengan mudah meldapa*an data adminisiiatif sebagai akibat

kcbijakan pembangunan perelionomian yang memberikan kemudahan beitrvestas;

bagi pemilik modal. Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses

ADR bukan rcs judicata (putusan pengadilan), tetapi diungkapkao oleh Codey

dan Reed pada karyanya Fundamentals of the Environment of Business, temyata

masyarakat cenderung memilihnya atas alasan "much quicker, no delay, and less

expensive" dibandingkan jalur litigasi (Harahap, 1997). Eksistensi dan fiugsi

ADR pun narnpak pada pengenian konseptual yang menerapkan mekanisme

penyelesaian sengketa dengan me[gutamakan Usaha-Usaha yaDg "creative

comprcmise" dan ditempatkan sebagai "the first resort", sedangkan pengadilan

dijadika[ sebagai 'the last resort" (Kubasek dan Silveman" 1997).

Tedapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan

perhatian terhadap ADR: Pertzfia, perluoya menyediakan mekanisme

penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan rcsponsif bagi kebutuhan para

pihak yang bersengket4 kedua untuk memperkuat keterlibatatr masya$kat dalam

proses penyelesaian sengketa; dan ketiga, memperluas alses mencapai atau

mewujudkan keadilan sehingga setiap setrgkeh yang memiliki ciri+iri tersendiri
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yang terkadang tidak scsuai dengan bentuk penyelcsaian yang satu, akan cocok

dengar bcntuk penye,csaian yalrg lain, selringga para pihak dapat memilih

mekanisne yang terbaik (Rahmadi, 1996 ).

Bentuk-bentuk penyelesaian koDflik tersebut mula-mula bentuk

penyelcsaiaD mandiri, kemudian deogan campur tangan pihak ketiga, pertama

penyelesaian pra-iuridis, kemudian penyelesaian yuridis disertai pihak ketiga,

sampai pada suatu perjuangan politik dan kelanjuran dari peduangan ini dengan

menggrmakan sarana lah yaitu kekemsan (Schu).t dalam Soemitro,l993).

Nampak adanya peningkatan formalitas dalarD deretan bentuk-bentL*

penyelesaian konflik yang disusul kemudian dengan pengurangal formalitas yang

berupa aksi-aksi politik dan kekerasan. Deretan be[tuk-bentuk penyelesaian

konllik itu mencerminkan apa yang di dalam psikologi dikenal dengan mekanismc

reaksi pada keadaai-keadaan yang problematis yaitu reaksi "fight', dall reaksi

"flight" dimana perundingan dan intervensi oleh pihak ketiga me-rupakan

altematif yarg perlu dipertimbangkan.

Apabila diperhatikan kembali deretan bentuk-bentuk penyelesaian konfl ik

maka akan tedihat bahwa suatu cam lrenataan lain yang tidak b€rb€otuk garis

lurus akan memberikan gambamn yang lebih jelas lagi. Penyelesaian konllik yang

formal tidak selalu lebih baik dari pada penyetesaian konflik yang in:formal dan

penyelesaian politik tidak selalu harus lebih baik dari penyelesaiao yuridis

(Schult dalam Soemitro, 1993).

Dalam kenyataan memang terjadi para pihak yang bersengketa, sebagian

orang karena kemampuan yang ada pada mereka memanfaatkan petrgadilan uduk



keberhasilan klaimnya, sedaigkan karena alasan yaag sebaliklya- malia sebagizm

yang lain tidak mampu melakukan itu @ahardjo, 2001 ).

5.1.2.1 Negosiasi (Negotiation)

Dalam [egosiasi pam pihak yang bersengketa berunding secam langsung

ftadang-kadang didampingi pengacaranya masing-masing) tanpa pera[taraan

pihak ketiga dalam menentukan kata akhir penyelesaiar sengketa. Ponyelesaian

sepenuhnya dikontrol oleh para,;pihak sendiri atas dasar primip "win-win"

Negosiasi ber-sifat informal dan tidak terstruktur (tidak ada bentuk baku) serta

wakhrnya pun tidak terbatas. Efisiensi dan efeklifitas kelangsungan negosiasi

tergantung sepenuhnya kepada pam pihak.

Bagi Suskind dan Madigen (1992), negosiasi adalah penyelesaian sengketa

melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari

atau mellemukar bentuk-bentuk penyelesaian yaog dapat diterima pihak-pihak

yang bersangkutan. Penyelesaiau sengketa melalui media negosiasi tidak hanya

te$atas mempertimbangkao aspek aspek huk]m selnatq melainkan juga faktor-

faktor non hukurn. Pada tatara negosiasi setrgketa, dapat saja uDsn-unsur hukum

tidak tedalu dipersoalkan asalkatr sengketa tersebut mampu diselesaikan dengan

baik tanpa merugikan para pihak. Secara yridis, hasil oegosiasi tidak mengikat'

Penenuhan hasil negosiasi bergaotung pada itikad baik masing-masing pihak-

Pengingkaran terhadap kesspakatan negosiasi tidak saja mementahkan proses

negosiasi yang telah dilakukaq tetapi juga menimbulkan prcblema tekds tentang

pelaksanaaD produk negosiasi, sekaligus merupakan kendala dan kegagalan

negosiasi.
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5.1.2.2 Mediasi (Nlcdiation)

Makna leksikal mediasi adalah: ".....informal disputc resolution process

ln wich a neutral third person, the mediator, help disputing panics 10 reach an

agreement. The mediato has no powcr to impose a decisiol on the pa ies',

(Henry CB, 1991).

Mediasi merupakan Usaha penyelesaian sengketa melalui perundinga-n

dengan bantuan pihal ketiga netal (mediator) gutra menca ienyelesaian y-ang

dapxt disepakati para pihak. Peran mediator dalam meriiasi adalah membedkan

bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa- Namun,

mediator tidak mempunyai kewenangan ultuk memutus alau menerapkan suatu

bentuk penyelesaian. Kcwenangan mediator sebagaimana dikatakan G.A.

Cormick dan L.K. Patton: "terbatas fada pemberian saran". Pihak yang

bersengketa yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan

konsensus diantara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada prinsipnya, mediasi adalah negosiasi yang melibatkar pihak

penengah (mediator) yang netml dan tidak memihak serta dapat menolong para

pitrak untuk melalekan tawar-menawar secara seimbang. Ta4la negosiasi tidak

ada yang disebut mediasi, mediasi merupakan perluasan dari negosiasi sebagai

mekanisme ADR detrgan bantuan seorang mediator. Christopher W. Moore alalam

tulisannya lnhoduction to Disputes Systens desigtr t€lah mengklasifikasikan tipe-

tipe mediatator (Christopher Moore dalam Santosa dan Sembiring, 1997).

Menurut Chdstopher W. Moore, terdapat dua belas faktor yang menycbabkan

proses mediasi menjadi efektif (Yazid,L, 196).
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llPerlamq para pihak yang bersengketa memiliki sejarah pemah

bekeriasana dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa ha['

Kedua,parapilraktidakmemilikisejarahpanjangsalingmenggugatdipeogadilan

sebelun melakukan proses mediasi Ketiga' jumlah pihak yang terlibat dalartr

sengketatidakmeluassampaipadapihak-pihakyangberadadiluarmasalah.

Keempal pihak-pihak yang terlibat dalam selgketa telah sepakat unhrk

membatasi permasalahan yang akan dibahas Kelim4 para piiak mempulyai

keinginan besa! unxrk menyelesaikan masalah mereka Keenam' para pihak telah

mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut di masa yang akan

datang. Ketuju}t, tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal-

Kedelapan, para pihak bersedia menerima baotuan pihak ketiga Kesembilan'

terdapat alasan-alasan kuat untuk menyelesaikan sengketa Kesepuluh' para pihak

tidak memiliki persoalan psikologis yang belar-b€nar mengganggu hubungan

mereka- Kesebelas, terdapat sumberdaya unnrk tercapainya sebuah kompromi'

Keduabelas, para pihak memiliki kemauan rmtuk saling menghargai'"

Proses perundingan melalui mediasi dikatakau itleal maaakala memenuhi

tiga kepuassn: substant'rf' prosedd dao psikologis' Kepuasao substatrtif

(s bsta tive satisfaction) b€rhubungar dengan kepuasan khusus dad para pihak

yang bersengketa misalnya: terpenuhitrya gatrti kerugisn b€rupa uaog' atauputr

karena jala$ya perutrdingan daPat dis€lesaikan dalsm waktu yang rclatif tepat'

Kepuasan prosedural (gocedutol satisfaction) terjadi apabila para pihak

mendapa*an kesemPatatr yang sama dalam menyaopaikao gagasannya selama
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berlangsungnya perurldingan atau karcna adanya kescpakaiut yang dirlljudkan ke

dalam pe{anjian temrlis untuli dila}isanal€n.

Kcpuirsan psikologis (prychoktgical satisfoctiotl) menyangliut tingkat

emosi para pihali yang terkendali, saling menghargai, pcnuh kctcrbukaao scrta

dilakukan dengan sikap positif dalzun memelihara hubungan pada masa-masa

mendatarg (Yazid, 1996). Ada berbagai keuntungan lain mediasi yang

dikemukakafl oleh Ketua Mal*amah Agung diantaranya adalah:

Ada dua azas pcnting dalarn mediasi. Pertarna ; mengtrindari menang

"kalah " (*in - /ose), melainkan "sama-sama menang" (win-win solution). Safia'

sana merang tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melaiakan terrnasuk

juga kemenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua ; putusan

tidak mengutamakan pe(imbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar

kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan-

Telah pula dikemukakan, penyelesaian melalui mediasi mempersingkat

waktu peryelesaian dibandingkan berperkara. Perpanjang-panjang waldu dalam

berperkara tidak semata-mata beban ekonomi keuangan, Tidak kalah pentingnya

adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatatr

pihak yang berperkara.

Bagi masyarakat hdonesia, berperkara menimbulkao efek sosial yaitu

putusnya tali silaturrahim. (hubr-rngan persaudaman atau hubungan sosial). Bukan

saja antar pihak yang berperkara. Efek sosial dapat meluas sampai kepada

hubungan kekerabatan yaog lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena suatu perkaia

bukan saia meniadi kepentingan dan 'harga diri" yang berperkar4 melainkan
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dapat me.ambat pada kerabat. Suatu perkara buhan hanya melukai pihatri-pihal

melainlan juga kerabat- Dengan cara mediasi, hal-hal te$ebut dapat dihiidari

Hubungan silaturrahim yang retak dapat direkat kembali.

Mediasi sangat scsuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia

yang mengutamakan dasar kekerabatan, pagulrban, kekeluargaa..n dan gotong-

royong. Dasar-dasar te$ebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah

memaafkar, dan mengkedepankan sikap mendahulukao kepentingan bersama

(komunal). Mediasi merupakan instumen yimg baik menyelesaikan sengketa

untuk menjaga dasar-dasar kekerabatan, pagunrban, atau kekeluargaan.

Mediasi mcrupakalr gejala gelobal. Menyadari peliknya berperkara

(onglos, waktu, hukum yang makin komplcks, reputasi, dan lain-lain), maka

mediasi sebagai altematif cara penyelesaian sengketa telah berkembang

mengglobal. Baik sebagai keluarga bangsa-bangsa, maupul sebagai bagian dari

tata cam hubungan huk-um secara internasional, mediasi merupakan cara yang

tepat menyelesaikan sengketa-sengketa pemiagan lintas nasional.

Dipandang dari sudut penyeleflggaraan peradilan, ada beberapa

keunhmgan mediasi. Pertama, makin banyak sengketa yang dapat diselesaikan

melalui mediasi, akan mengurangi tekanafl jurr ah perkara yang masuk ke

pengadilan Hal ini akan belpengaruh pada kemmgkioan penunggakan atau

"pending" dalam penyelesaian perkara. Hakim mempunyai kesempatan

mendalami sedalam-dalarnnya setiap perkara, yatrg akan meningkatkan mutu

puhrsar, baik unhrk kep€ntingm pcrkembangan hukum maupun kepetrtingan

pihak yang berperkara- Kedua, pada tingkat kepercayaan sosial yang rendah



tcrhadap rcpulasi haHm, mediasi mcrupakan saiah satu alat penangkal, karena

pcnyeiesaian mediasi ditcntLrkan oleh pihak-pihak, bukan oleh hakim. Ketiga ;

sccara bcraigsur-argsur berperkara di pcngadilal dapat lcbih diaralfian pada

pemoalan-persoalan hukum (bulan nilai perkara) yang kompleks dan mendasar

yang akan mempedgaruhi perkembangan hrlkum bal*aa ilmu hukum.

Meskipun demikian, mediasi yang berpangkal tolak pada cooperative

paradigm meDganduDg pula ketemahan, s€perti: Pertam4 kemungkinan

terjadinya kolusi diantara salah satu pihak yang bersengketa kareoa sifat mediasi

yaflg volunt'ary dan bukamya nandatory- Kedua, terhadap kesepakatan yang

dicapai dalam mediasi mungkin tidak dapat dilaksanakan sebab tidak adanya

kekuatan (enforceability). Ketig4 kesepakatan mediasi bisa disalahgunakan,

sehingga sebagai bagian ADR, mediasi menurut Douglas Amy sebagaimara

dikutip Jonathan O'dea dari buku The Politics of Environmental Mediation. bisa

mengalami mal-distribution of power (Yazid, 1996).

5.1.2.3 Konsiliasi (Concilistion)

Henry Campbell Black mengemukakan: "Conciliation. The adjustrnent and

seftlement ofa dispule in a fiiendly, unantagonistic manner" (Henry C, B, l99l)

Konsiliasi seringkali lebih formal dari mediasi. Model koosiliasi yang

berkembaag di Amerika Serikat berbeda dengar yaDg dipraktekkan di Jepang

maupun Korea Selatan. Di Amerika Serikat konsiliasi merupakan tahap awal dari

proses mediasi yang bermotifkan: "winning over by good will (Harahap, 1997).

Kedudukan seomng konsiliator dalaor proses konsiliasi hanyalah

memainkan peran pasif, sedangkan mediator memainlan pemn aktif dalam
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membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Koosiliasi pun didefinisikan

sebagai Usaha penyelesaian sengketa melalui perundingan dcngan melibatkan

pihak ketiga yang nctral untuk mcmbantu para pihak yang bcnengketa dalam

mclemuka[ benhrk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

Bantuan pihal( ketiga yang netral dalam konsiliasi lazimnya beNifat pasif atau

terbatas pada fungsi proseduml (WE. Simkin, Leonardd L. fuskin & James E.

Westbrook dalarn Rahmadi, 1996). Dalarn praktek, antara konsiliasi dau mediasi

tidak tedapai perbedaan yang jelas, bahkan keduanya cenderuog saling diper-

tukarkan.

5.1.2.4 Arbitrasi (arbitration)

Penyelesaian sengketa melalui arbitrasi bera i dengan cara menyerahkan

kepada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskar

(a$itrator) (Henry, l99l). Dengan memilih penyelesaian secara arbitrasi, eksplisit

para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan (penuh) kepada arbitrator

guna menyelesaikan sengketa. Untuk itulah, dalarn penyelesaian sengketa,

inherent arbih'ator berwewenaag mengambil keputusar yang populer disebut

award yang bersifat final dan mengikal secara hukum bagi para pihak yang

bers€ngketa (the decision rcndered by the drbitalor b legally binding) serla

memiliki kekuatan eksekutoria.l (Kubasek dan Silvermaq 1997) .

Secan umun, penyelesaian sengketa melalui arbitrasi sebagai-mana pula

mediasi, menrpakan metodc altematif penyelesaian yang sangat mcngunturBkau.

sebab: "less expensive and less lime-consuning, and the fornal hearing times a d

places cdn be set al lhe Wrties " ,tauluul convenience". Namun. pcnyelesaian
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sengkela "gaya" arbitrasi juga Inerniliki d;sadva[tages (Nancy K. Kubasek dan

Gary S. Silverman, 1997)

Terhadap berbagai bentuk ADR tersebut di atas: negosiasi, rnediasi,

konsiliasi, dzm arbitmsi, dapat ditarik perbedaan-perbedaan beriL-ut: Pertam4

aotara benh. (-bentuk ADR berdasarkan pende-katan konsensus, yakni: negosiasi,

konsiliasi, mediasi di satu pihak dengan arbitrasi yang bercifat "adversarial" di

pihak lain. Kedua, antara benruk- benhrk ADR yang melibatkan pihak ketiga yaog

i
netral, yaitu: konsiliasi, mediasi dan arbitrasi di satu pihak dengan bennrk ADR

yang tidak melibatkan pihak ketiga: negosiasi. Ketiga, antala be4tuk-bentuk ADR

yang melibatkan pihak ketiga net'al yang tidak memptrnyai kewenangan untuk

memutuskan, yaitu: konsiliasi dan mediasi di satu sisi dengan yang mempunyai

kewe-nangan untuk memutuskan: arbitrasi di sisi yang lain Keempaq antara

bennrk-bentuk ADR yang melibatkan pihak ketiga netral berdasarkan tingkatan

atau derajad perannya dari yang paling pasif: konsiliasi di satu sisi dengan yarg

paling aktii arbihasi di sisi yang lain.

Berkenaan dengan watak aditrasi yang adversadal, perlu diketengahkan

dua pandangan konseptual teolang ADR (altematif penyelesaian seqketa) yang

tercatat dalam kepustakaan: Pertama, sebagian besar para sadan4 antara lah:

WE. Simkin, Lawrence Susskind, Danis Madigar, Stepher B. Golberg, Eric D.

Green dan Frank E.A. Sander, mengartikan ADR mencakup berbagai bentuk

penyelesaial sengketa selain proses peradilan, baik yang berdasar-kan pendekatan

konsensus misahya: negosiasi, konsfiasi, dan mediasi, maupuo yang tidak

didasarkan pendekatan konsensus: arbitmsi. Istilah altematif lebih ditekankan



pada pengcrtizm peoyclesaian scngketa selain pengadilan. Namun, tidali berarti

bahwa praktek penyelesaian sengketa di luar pengadilan menyimpatg atau

be entangan dengan hukum termasuk kedalam konsep ADR. Altematif

penyelesaian sengketa (ADR) adalah sebuah konsep yang merangLu berbagai

bentuk penyelesaian sengketa selain proses pengadilan (non litigasi) melalui cara-

cara yang sah menumt hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensual ataupun

berdasarkan pendekatan adversarial (Hadimulyo, 1997).

Selain bentuk-bentuk ADR seperti: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan

arbitrasi, masih ierdapat benruI-bentuk kombinasi yang dalam kepustrkaan

dinamakan proses-proses "mixed" atau "hybrid" misahya mediasi dan arbitrasi

yang disebut "med-arb" ( Gary, G, 1993): Mediatioo Jollowed by afiitratio if

the mediaion fails to produce anagreemenL Di|rtcuh wherc the medidtot acts

both as mediator and subseEtentty a.s atbitrotot'Ihe prospect ofdrbitration day

affect the pdrties willingness to disclose in hediation Further, d the nediator is

forced to decide bebree the parties, some mediatol fieutrality .rtul Jleribility is

lost. Solved by separdting the roles bet\reen h4o persohs. "

Untuk penyelesaian konflik yang dila.k:kan apamt p€merintah Kabupaten

Pelalawan maupun masyamkat, kepolisian, kejaksaan/pengadilan, DPRD, tokoh

masyamkat dan tokoh agam4 komnas IIAM dan komponen lainnya dapat dilihat

pada tab€l bcrikut:
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Tabel.5-l

Usaha Pembangunan Perdamaian

No Tahapatr penbanguna! gasilyang

1

pihak yeg bcrkonllik
Mempertemuka, antam
pihak ymg berkonflik di
DPRD

KomDEs HAM.

2. Kopolisi ,

:l Mcmpeaeniukm pihak
ymg berkodik Meicari
sohsi ymg terbaik uniuk

Sumberi Data olahatr peneliti 2017

Dari tabel diatas dapat di pahami bahwa terdapat tiga bentuk Usaha

pembanguan perdamaian yaitu; perundingatr dengan pihak yang berkonflik,

dengan jalur hukum dan musyawarah dan mufakat. Bila dianalisis secara

mendalam terhadap konflik yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, dalam hal

penyelesaian kooflik pemerintah lebih mengutamakan perundingan dan

musyawarai/mufakat kepada pihak yang berkon{lik di bandingkan dengan proses

hukum. Dengan demikian penyelesaian non litigasi sebagaimana yang

dikemukakan Hutagalug (2000) adalah penyelesaian justru yang utam4

sedangkan penyelesaian jalur fomal atau litigasi adalah penyelesaian

konveosional setelah penyelesaian non litigasi tidak dimungl&kar lagi.

Konflik sosial di Kabupaten Pelalawa[ dapat dikategorikao kepada konflik

laten, dalam arti bahwa konflik tersebut sudah tedadi berulang kali yang



diibaratkan scperti api dalam sekam. Dipcrmukaan memang tidak tcrlalu kelihatiul

tctapi dapat menimbulkan gejolak konflik yang bcsar. Tergantung kepada pemicu

yang dapat menyebabkan timbulnya konflik ini apalagi dilalukan pada saat yang

dan momen yang tepat.

lntensitas daII ekstalasi konflik sosial apabila tidak cepat dicari

pcnyelesaiarurya maka akan menjadi bom waktu yang suatu saat nanti akan

meledak. Apabila itu terjadi akan menganggu stabilitas dan keamanan daerah.

Karena tipologi masyarakat Pelalawat cenderuog ti<iak ingin bcrkonilik unok

sementam bom waku konflik masih bisa <liredam. Namul apabila tidak segera di

atasi. maka bom wa,ktu konllik sosial di KabupateD Pelalawan tinggal menunggu

waktu untuk meledak sebagai mana daerah-daerah lain di -tndonesia banyak

terlibat konllik karena pemerintah tidak memberikan solusi yang tepat. Maka

demi kebaikan semua pihak dan pembangunan perdamaiar di Kabupaten

Pelalawan sudah seharusnya dilakukan berbagai cara dan Usaha untuk melakukan

tindakan preventif agar konflik tidak terjadi dar mencari berbagai solusi untuk

mengatasi konflik yang terjadi.

Kabupaten Pelalawan memiliki potensi yaag besar baik sumb€r daya alan

yang dimiliki maupun potensi yang lainnya. Keberagaman iri meryindikasika[

bahwa potensi korflik itu berkaitan erat dengan sumber daya alam yang ada,

disamping itu juga ada kep€ntingan politik daerai yang marak terjadi belakangan

ini. Perebutan kekuasaan di pemerintahan memberi dampak yang signifrkan

terhadflp l€hidupan sosial masyuoknt. Kehidupan sosial ossyqrukat yang dahulu

diika&an oleh ikatan kekeluargaan yang erat s€kardtg dipisahkan oleh
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kepenlingan politik. Politik lokal telah me[cerai-beraikan tatanan kekeluargaan,

suku, antar desa, antar pemaigku adat, keniliunan dan kebersamaan masyarakat

tempatan.

Keberagaman agama di Kabupaten Pelalawan merljadikan kabupaten ini

kaya akan nilai-nilai agama. walaupun yang paling dominan adalah agama islam

yang tinggi akan toleransi antar sesama agam4 memberikan wama yang khas

terhadap kehidupan agama di kabupaten inJ.

Peredaman terhadap kontlik yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan

cara memberikan- pernahaman kepada masyarakat maupun pihak-pihak yalg

terlibat konflik bahwa perdamaian itu sangat penting dan komitmen yang kuat

dari pemerintah daerah unhrk selalu menjaga kerukunan diantam masyamkat dan

umat beragama, antar suku, yang mempunyai latar belakang pendidikan yang

berbeda serta tingkat stata sosial yang berbeda pr-rla. Disanalah peran penting

pemerintah rlalam hal ini Kesbangrl, Kepolisian darl TNI serta unsur-unsur

lainnya dalam menjaga perdamaian di Kabupaten Pelalawan.

5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Pelgelol.an Dan Resolusi Kouflik

Sosial

Terdapat beberapa faklor-faktor yang mempengaruhi Usaha manajemen

konflik yang dilakukar oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawar yakni pertama

faktor hukum di mana sampai saat ini tidak ada SOP yang jelas mengenai suatu

pengelolaan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Pelalauan, disal <annya

Undang-undang Penanganan KonJlik Sosial membutuhkan persiapan yang besar
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bagi Penerintah Daerah. Pengelolaiur dan penyelcsaial konfiik sosial diialukan

bcrdasarkan tupoksi masing-masing instansi dan mercka bekerja sesuai dengal

tugas pokok dal fungsinya.

Maksud Statrdar Operasional Prosedur dalam rangka Penanganan Konflik

Sosial ini dibuat dimaksudkan turhrk dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam

penaoganan konJlik sosial secara komprehensif, te.integratif dan sistematis

dengan melibatkan pam stakeholder datr unsur terkait lainnya sehingga tercapai

sebuah sinergitas dalam pelaksanaan pena ganan konflik sosial yang tedadi.

Selanjutnya Stardar Operasional Prosedur Penanganan Konllik Sosial ini dibuat

beftrjua[ sebagai pedomatr dalam pelaksanaan tugas dilapaogan guna

memperoleh hasil yang optimal dengan pola kerja yang efektif dan efisien.

Kedua, faktor kurangnya anggaran. Anggaran sektor publik memiliki

beberapa fungsi utam4 yaitu Anggaran sebagai alat perencanaan. Alggaran sektor

publik dibuat rmhrk merencanakan tindakatr apa yang akan dilakukan oleh

pemerintah, berapa biaya yang dibuhrhkan, dan bempa hasil yang diperoleh dari

belanja pemerintah teNebut.

Sebagai alat pengendalian, anggamn memberikan rencana detail atas

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggamn pemerintah tidak dapat

mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Babkan tidak berlebihan

jika dikatakan bahwa setiap oknum pemerintah dapat dikendalikan oleh anggaran.

Alggaran sebagai instrumen pengendaliatr diguELan untuk menghindari
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ad,anya oversperuling, fiderspending dafi salai sa-saran dalam pengalokasian

anggaran pada bidarg lain yang bukan merupakan prioritas.

Beberapa kegiatan yalg aka.r diUsahakan oleh Pemerintah Kabupaten

Pelalawan dalam pengelolaan kolflik selama ini dihadapkan dengan kurangnya

anggaran sehingga Pemerintah Daemh cenderung melakukan Usaha yang bemifat

insidensial.

Pelaksanaan kegiatan Ketig4 faktor kurangnya Suinber Daya Manusia

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai prai,tisi pengeiola konllik- Faktor'

kuaignya sumberdaya manusia dalam pengelola.rn konflik dirasa sangat kuang

sekali melihat sangat begitu banyaknya jenis konflik yang dihadapi maka

dibutuhkan sumberdaya manusia yang profesional dalam penaganannya. Sejauh

ini penanganan konflik sosial di Kabupaten Pelalawan masih terbatas pada

masing-masing lembaga. Sudah dapat dipastikan bahwa peoanganannya sesuai

dengan potelsi sumberdaya manusia di lembaga tersebut.

48




